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Abstract  
 
Managing Correctional Institutions (Lapas) has challenges in fostering inmates. One of these 
challenges is health problems. Therefore, good management and the right pattern or method 
are needed to achieve optimal health management. This study will analyze how to optimize the 
health management of prisoners in correctional institutions and the obstacles. The method uses 
a Systematic Literature Review (SLR). The results of this study indicate that in order to manage 
correctional institutions in Indonesia, a strong rule of law is needed where it is the duty of the 
relevant government to be able to provide good services to convicts detention period. Then the 
challenges that need to be anticipated are the psychological challenges faced by convicts during 
their detention period and if this is not given serious attention in managing correctional 
institutions it will have an impact on other inmates. 
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Abstrak 
 
Mengelola Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki tantangan dalam membina narapidana. 
Tantangan tersebut salah satunya masalah kesehatan. Oleh sebab itu diperlukan manajemen 
yang baik dan pola atau metode yang tepat untuk dapat mewujudkan manajemen kesehatan 
yang optimal. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana optimalisasi manajemen kesehatan 
narapidana di Lapas dan hambatannya. Metode menggunakan Systematical Literature Review 
dengan menggunakan metode terstruktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk 
mengelola LAPAS di Indonesia diperlukan sebuah payung hukum yang kuat dimana itu adalah 
tugas dari pemerintah terkait agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada 
narapidana selain itu perlu diperhatikan dari sisi penyediaan fasilitas kesehatan untuk 
narapidana sehingga kesehatan menjadi sangat penting dalam proses menjalani masa tahanan. 
Kemudian tantangan yang perlu diantisipasi adalah tantangan psikologis yang dihadapi oleh 
narapidana selama menjalani masa tahanan dan apabila ini tidak mendapat perhatian serius 
dalam mengelola LAPAS maka akan berdampak pada narapidana lainnya. 
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Pendahuluan 

Sistem pemidanaan atau sistem 
kepenjaraan yang sebelumnya dijalankan 
di Indonesia sejak zaman kolonial kini 
sudah mulai beralih menjadi sistem 
pemasyarakatan. Sistem ini dicetuskan 
oleh Sahardjo tahun 1964 yang sejak 
awal menginginkan adanya perubahan 
sistem pemidanaan yang selama ini 
kental dengan nuansa kolonial dan hanya 
memberikan dampak besar bagi 
penguasa dan merugikan masyarakat 
pribumi. Hal tersebut memberikan 
dampak kurangnya memperhatikan hak-
hak narapidana termasuk masalah 
kesehatannya. Transformasi menjadi 
sistem pembinaan yang artinya akan 
mengarah kepada pengelolaan sistem 
yang terstruktur bagi narapidana. 
Sehingga mereka ketika telah selesai 
menjalani masa pidana dalam kurun 
waktu tertentu bisa menjadi warga yang 
diterima kembali di masyarakat 
(Rumadan, 2013). 

Dengan demikian, pengelolaan 
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 
menjadi ujung tombak ketika 
memberikan pelayanan berupa hak-hak 
kepada setiap narapidana. Hal ini juga 
sejalan dengan Undang-Undang Nomor 
12 tahun 1995 yang mengacu pada pasal 
1 bahwa yang dapat diartikan bahwa 
Lapas merupakan wadah atau tempat 
bagi para narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan atau biasa disebut 
narapidana (Situmorang, 2019). Lapas 
merupakan wadah berproses bagi 
narapidana. Diharapkan nanti 
kedepannya mereka bisa kembali ke 
masyarakat dan tidak mengulangi 
perbuatan yang salah dimata hukum 
tersebut (Wulandari, 2015). Kemudian 
diperkuat lagi dengan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2022 pada Pasal 35 
yang menegaskan pembinaan kepada 
narapidana, pembinaan tersebut juga 
tercantum pada Pasal 38 yakni 
pembinaan kepribadian dan kemandirian. 
Namun, dengan syarat-syarat tertentu 
sebelum pembinaan tersebut dilakukan 
kepada narapidana.  

Mengelola sebuah Lapas di 
Indonesia tentunya tidak mudah karena 
akan berhadapan dengan berbagai 
macam narapidana dengan kasus yang 
didominasi kepada tindakan kriminal 
(Ananda et al., 2021). Kemudian 
terjadinya tindak kekerasan, ataupun 
tindak pidana lainnya serta melanggar 
hukum yang berlaku (Sukemi, 1982). 
Pada prosesnya Lapas masih menjalankan 
fungsinya dengan optimal namun disisi 
lain terdapat pula beberapa kasus yang 
telah terjadi di Lapas yang ada di 
Indonesia. Maka pentingnya mengelola 
Lapas dengan memperhatikan seluruh 
aspek yang diperlukan seperti Sumber 
Daya Manusia (SDM), Sarana dan 
prasarana, anggaran serta regulasi yang 
kuat dalam menjalankan Lapas tersebut. 

Terdapat beberapa penelitian 
yang telah menganalisis secara lebih 
mendalam mengenai beberapa kasus 
tersebut. Diantaranya adalah penelitian 
oleh Darwin (2019) di Lapas yang ada di 
Indonesia mengatakan bahwa secara 
keseluruhan Lapas di Indonesia  
kelebihan kapasitas (over capacity). Hal 
ini berdampak pada kesehatan mental 
dan juga kesehatan fisik dari narapidana. 
Penelitian dari Rizaldi (2020) di Lapas 
kelas II A Cikarang, Jawa Barat dengan 
temuan kurangnya manajemen Lapas 
yang optimal karena over capacity. 
Sehingga tidak sedikit narapidana yang 
minim akses dan sulitnya untuk 
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memaksimalkan reintegrasi sosial. 
Sedangkan penelitian dari Rumadan 
(2013) di Lapas Kelas I A Tanjung Gusta, 
Medan dengan topiknya mengenai 
kepadatan di Lapas yang menyebabkan 
tidak maksimalnya program pembinaan 
di Lapas. 

Kasus lain yang cukup serius juga 
dari sisi psikologi narapidana selama 
dalam masa pidana. Hal ini diungkapkan 
oleh Yuningsih et al., (2019) yang 
melakukan penelitian di Lapas Kelas III 
Kota Banjar. Menghasilkan penelitian 
bahwa mayoritas narapidana mengalami 
kecemasan yang terlalu tinggi ketika 
mereka keluar dari Lapas. Diperkuat 
dengan pendapat dari Zamroni, (2020) 
bahwa tingkat kecemahan dan stress 
akan muncul dari setiap narapidana. 
Mereka berfikiran akan susah diterima di 
masyarakat, susahnya memperbaiki 
nama baik, sukarnya dalam mencari 
pekerjaan dan uang nantinya serta 
memiliki rasa malu ketika berinteraksi 
dengan masyarakat karena stigma buruk 
yang diterimanya.  

Hal lain diungkapkan Kaloeti et al., 
(2018) bahwa narapidana yang memiliki 
masa pidana diatas 5 tahun akan 
memiliki tingkat kecemasan yang terlalu 
tinggi ketika mereka telah selesai dalam 
masa tahanannya. Ketika tingkat 
kecemasan ini tidak segera mendapat 
perhatian yang serius maka dampak 
negatif bagi yang bersangkutan, anak, 
keluarga dan bahkan dapat 
mengakibatkan bunuh diri karena depresi 
dan tidak mampu beradaptasi dengan 
lingkungannya (Sinaga et al., 2020). 
Selain itu, kasus kecemasan pernah 
terjadi di Lapas Kelas II B Singaraja 
dengan narapidana kasus Narkoba. 
Diketahui bahwa narapidana tersebut 
memiliki masa pidana 10 tahun yang 
tidak bisa menahan rasa cemas serta 
depresi akibat hukuman yang 

diterimanya dan diperparah dengan tidak 
mampu untuk beradaptasi dengan 
lingkungan di Lapas. Sehingga, 
memutuskan untuk bunuh diri namun 
sempat digagalkan oleh para petugas jaga 
(CNN Indonesia, 2021). 

Permasalahan lain di Lapas mulai 
dari tersedianya obat-obatan, ruang 
perawatan, tenaga ahli kesehatan, 
makanan termasuk juga standar minimal 
pelayanan kesehatan di Lapas juga masih 
sangat minim (Sanusi, 2016). Penelitian 
yang dilakukan oleh Anwar (2021) dan 
oleh Biaggy & Wibowo (2020) 
menyatakan bahwa kesehatan termasuk 
kesehatan rohani dan kesehatan jasmani 
merupakan hak semua warga negara 
termasuk didalamnya adalah narapidana 
yang sedang menjalani masa pidana. 
Namun hasil penelitiannya menunjukkan 
masih belum dilaksanakan secara 
optimal. Hal ini disebabkan jumlah 
populasi di dalam Lapas terlalu banyak 
serta terbatasnya anggaran untuk alokasi 
bidang kesehatan. Studi kasus di Lapas 
Kelas I Cipinang, dimana narapidananya 
mengidap penyakit menular yakni TBC 
(Tuberkulosis) akibat dari adanya over 
capacity yang tidak tertangani dengan 
baik saat ini. Sedangkan untuk tenaga 
kesehatan yang tersedia di Lapas 
tersebut hanya 15 (lima belas) orang baik 
terdiri dari perawat dan dokter (CNN 
Indonesia, 2015). 

Mengacu kepada data oleh 
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 
(Ditjen PAS) hingga pada September 2021 
sendiri setidaknya tercatat + 266.663 
orang dengan kapasitas seharusnya 
132.107, yang artinya LAPAS di Indonesia 
sudah kelebihan beban sebanyak 134.556 
orang atau sekitar 201% (Ditjen PAS, 
2022; Herdian, 2021; 
smslap.ditjenpas.go.id, 2020). Sedangkan 
pada Undang-Undang Pemasyarakatan 
Nomor 12 Tahun 1995 di Pasal 14 
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diartikan bahwa narapidana berhak 
mendapatkan layanan kesehatan. Namun 
karena kondisi dan situasi yang ada 
didalam Lapas mengalami over capacity 
sehingga layanan tersebut tidak diterima 
oleh narapidana dengan maksimal.  

Berdasarkan beberapa kasus yang 
ada di LAPAS di Indonesia tersebut di 
atas, maka tertarik melakukan penelitian 
mengenai beberapa permasalahan 
tersebut, khususnya dalam manajemen 
kesehatan di Lapas yang belum optimal. 
Hal ini juga ditujukan untuk mencari 
sebuah jawaban serta diharapkan 
menjadi sebuah rekomendasi dan saran 
kepada pemangku kepentingan 
khususnya pada bidang kesehatan 
narapidana di Lapas.  

Adapun rumusan masalah pada 
penelitian ini hanya ada 2 (dua) antara 
lain sebagai berikut: 
1. Bagaimana penanganan kesehatan 

narapidana di Lapas Indonesia ? 
2. Apa saja hambatan dalam 

penanganan kesehatan di Lapas 
Indonesia? 

 
Metode 

Metode penelitian menggunakan 
metode Kualitatif dengan pendekatan 
studi literatur berbentuk Systematic 
Literature Review atau SLR. Menurut 
Wahono (2015) bahwa metode SLR ini 
terdiri dari 3 bagian yakni yang pertama 
adalah perancangan atau planning yang 
didasarkan pada penentuan rumusan 
masalah, kata kunci serta menentukan 
batasan tahun terbit. Kemudian kedua 
konduksi atau conduction yang 
menghubungkan antara poin penting 
dalam jurnal untuk menjawab  rumusan 
masalah yang telah dibuat. Ketiga adalah 
pelaporan atau reporting yang tentunya 
akan mengarah kepada penyusunan akhir 
yang sistematis.  

Penggunaan database dalam 
pencarian artikel sangat ditekankan 
dalam penelitian ini. Sehingga bisa 
memberikan gambaran yang relevan 
dengan rumusan masalah (Brereton et 
al., 2007). Database yang digunakan 
adalah Scopus, Sciencedirect dan Taylor 
and Francis Group yang telah memiliki 
reputasi penerbitan jurnal terakreditasi 
secara internasional (Denyer & Tranfield, 
2009). Selain itu, untuk mencari artikel 
jurnal yang relevan maka digunakan 2 
kata kunci yaitu manajemen kesehatan 
dan Lapas. Kemudian terdapat batasan 
tahun terbit hanya untuk periode terbit 
tahun 2010-2020. Batasan tahun juga 
digunakan untuk memudahkan dalam 
pencarian artikel dan mengurangi 
keberagaman hasil yang dikhawatirkan 
akan menimbulkan ketidakrelevanan 
(Marbawi & Salim, 2019). 

Pada pembahasan singkat 
sebelumnya sudah disinggung mengenai 
database untuk pencarian artikel. Maka, 
peneliti juga akan melakukan analisis 
mendalam agar artikel yang ditemukan 
relevan dalam menjawab rumusan 
masalah (Wen et al., 2012). Berikut 
uraian pencarian artikel pada metode 
SLR. Pada langkah pertama dilakukan 
dengan kata kunci dan batasan tahun. 
Langkah kedua adalah eliminasi artikel. 
Adapun langkah eliminasi yakni sebagai 
berikut : 
1. Eliminasi artikel jurnal yang 

berbentuk studi literasi, proceeding, 
book section dan tidak open access 
journal. 

2. Eliminasi artikel jurnal yang masuk 
dalam list journal predatory versi 
Kemendikbud 2020. 

3. Eliminasi artikel jurnal yang tidak 
menggunakan Bahasa Inggris. 

4. Eliminasi artikel jurnal yang 
pembahasannya tidak masuk dalam 
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lingkup keilmuan sosial humaniora 
(Snyder, 2019).   
 

Pada langkah ketiga yakni 
pelaporan yang didasarkan pada 
penilaian artikel dengan pembahasan 
setiap artikel jurnal dengan hasil analisis 
yang memiliki kemiripan atau similarity 
maka akan dikelompokkan menjadi satu. 
Sehingga jawaban atau kelompok yang 
terbesar akan menjadi saran dan 
rekomendasi dalam menjawab dari 
rumusan masalah tersebut (Brereton et 
al., 2007).  

 
Hasil 

Berdasarkan pencarian artikel 
dengan menggunakan 3 database, kata  
kunci serta dengan menambahkan 
batasan tahun dan mengikuti pedoman 
pencarian artikel yang benar. Berikut 
uraian lengkap mengenai hasil pencarian 
artikel tersebut dibawah ini (tabel 1): 

Hasil pencarian artikel 
menunjukkan dengan database Scopus 
setidaknya pada langkah pertama dengan 
menggunakan kata kunci dan batasan 
tahun ditemukan 127 artikel. Kemudian 
pada langkah berikutnya melakukan 
eliminasi dengan menyesuaikan pada 
langkah metode SLR didapatlah 23 
artikel. Setelah dilakukan pengecekan 
lebih mendalam baik dari isi penelitian, 
metode yang digunakan, serta 
kesimpulannya hanya ditemukan 18 
artikel yang relevan dalam penelitian ini. 

 
 
 
 
 
 

Berikutnya untuk database 
Sciencedirect pada langkah pertarama 
setidaknya ditemukan 8.138. Kemudian 
pada tahapan eliminasi hanya 40 artikel 
jurnal. Kemudian dalam tahapan akhir 
hanya 22 artikel yang relevan. Pada 
database terakhir yakni Taylor and 
Francis Group melalui pencarian dengan 
kata kunci dan Batasan tahun terbit 
ditemukan 1.855 artikel, selanjutnya 
pada tahapan kedua dengan metode 
eliminasi ditemukan 23 artikel jurnal. 
Langkah terakhir ditemukan setidaknya 
ada 5 artikel jurnal yang relevan. 
Sehingga, untuk total artikel jurnal yang 
digunakan pada penelitian ini ada 45 
artikel jurnal dan relevan dalam 
menjawab kedua rumusan masalah yang 
sudah ditentukan. 
 
Pembahasan 
Penanganan Kesehatan Narapidana di 
Lapas 

Berdasarkan (tabel 2), terlihat 
bahwa untuk penanganan kesehatan 
narapidana di Lapas adalah dengan 
melakukan reformasi pada peraturan 
atau hukum yang sudah berlaku dan 
disesuaikan dengan perkembangan 
zaman di Indonesia. Diketahui bahwa 
berdasarkan hasil pencarian artikel jurnal 
mayoritas hukum di Indonesia masih 
merupakan warisan dari penjajahan 
bangsa Belanda. Sedangkan untuk hukum 
yang berlaku di Indonesia sudah ada 
sejak awal abad ke 19 (Muttaqin & Zaini, 
2021; Sholihin, 2008).  

 
 
 
 

 
   Tabel 1. Pencarian Artikel 

Database  Langkah 1  Langkah 2   Artikel 
relevan 

Scopus  127 23   18 

ScienceDirect 8.138 40   22 

Taylor and 
Francis Group 

1.855 23   5 

Total      45 

    Sumber : data diolah (2022) 
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   Tabel 2. Penanganan Kesehatan di Lapas 

Upaya  Ulasan singkat Penulis       Jumlah   
Manajemen 

Emosi 
Manajemen emosi diberikan 
kepada staf Lapas dan 
warga binaan agar tidak 
terfokus pada kegiatan yang 
monoton, dan tentunya ini 
akan berdampak positif 
kepada staf Lapas untuk 
peningkatan kinerja. 

 

(Barry, 2019), (Unguryte-
Ragauskiene & Bileisis, 2017), 

2  

Lapas 
berbasis 

Lingkungan 

Lapas dikelola 
berdampingan dengan alam 
agar menciptakan suasana 
nyaman dan berdampak 
pada kesehatan warga 
binaan hingga dapat 
mengurangi resiko stres 
berlebihan. 

 

(Turner et al., 2018), (Pickard, 
2015), (Newbigging & Ridley, 
2018), (Favril et al, 2017), (Haesen 
et al., 2019), (Gallant et al., 2015), 
(Moran & Turner, 2018),         

7  

Pendirian 
Lapas bagi 
pengguna 
Heroin atau 
Narkoba 
Sejenis 

Lapas pengguna Heroin 
atau Narkoba sejenis perlu 
mendapat perawatan 
berbeda dengan warga 
binaan lain dengan kasus 
kriminal. 

(Plettinckx et al., 2018), (Harris, 
2020), (Mason et al., 2017),    3  

 

Reformasi 
bidang 
Hukum 

Reformasi tidak hanya 
menyangkut 
peraturan/Undang-
Undang/KUHP, tetapi juga 
menyangkut kondisi di 
dalam LAPAS dan bisa 
diterima oleh warga binaan 
sehingga meningkatkan 
kualitas hidup dari warga 
binaan. 

(Toledo et al., 2017), (Winterdyk & 
Ruddell, 2010), (Kajeepeta et al., 
2020), (Sufrin, 2018), (Cluver et al., 
2013), (Ralphs et al., 2017), 
(Machcewicz, 2019), (Araújo et al., 
2020), (Millán & Pérez-García, 
2018), (Lamasharipov, 2018), 
(Artello et al., 2019), (Aniche, 
2016), (Mbah et al., 2019), (Idike et 
al., 2019), (Thomas, 2020), (Duwe 
& Clark, 2017), (Minhas & Walsh, 
2018).          
    

17  

Fasilitas 
Kesehatan 

Pendirian dan 
pendampingan kepada 
warga binaan terkait 
kesehatan termasuk 
penyediaan layanan 
kesehatan yang memadai 

(Verhofstadt et al., 2019), (Dara et 
al., 2015), (Arnau et al., 2020), 
(Cloyes et al., 2015), (Batista e 
Silva, 2016), (Johnson et al., 2018), 
(Pagano et al., 2020), (Monarca et 
al., 2015), (Kuznetsov & Bissell, 
2016), (Iftene, 2017), (Samuel et 
al., 2018), (Lee et al., 2012), 
(Ilievska et al., 2018), (Wallace & 
Wang, 2020), (Schmidt, 2019),          

15  

Pelibatan 
swasta 

pengelolaan 
LAPAS 

Pengelolaan LAPAS 
melibatkan swasta baik 
dalam bidang teknologi, 

SDM dan lain-lain. 

 

(Kozin et al., 2019), 

 

1 

 

     

      Sumber : data diolah (2022) 
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Keberadaan hukum yang ideal 
untuk Indonesia saat ini sudah 
menunjukkan perubahan yang baik 
khususnya dalam bidang 
Pemasyarakatan. Pada Undang-Undang 
Pemasyarakatan Nomor 12 tahun 1995 
yang diperbarui menjadi Nomor 22 tahun 
2022  tentang pemasyarakatan yang 
diterbitkan pada bulan Agustus tahun 
2022 menjadi sebuah momentum dalam 
upaya perbaikan didalam Lapas. 
Termasuk manajemen kesehatan 
narapidana di Lapas harus berlandaskan 
pada payung hukum yang kuat. Dengan 
adanya hal tersebut, diharapkan melalui 
Undang-Undang tentang Pemasyarakatan 
yang baru diharapkan memberikan 
perbaikan tersebut. 

Selain itu, jelas pada Undang-
Undang Nomor 22 tahun 2022  tentang 
pemasyarakatan yang juga mengatur 
fungsi dari Pemasyarakatan itu sendiri. 
Diantaranya dengan adanya penambahan 
unsur perawatan, pelayanan dan bahkan 
pengamatan. Apabila dikontekskan pada 
kasus kesehatan di Lapas tersebut, yang 
terjadi akibat adanya over capacity. 
Kejadian tersebut, juga tidak lepas karena 
penegak hukum selama ini tidak 
melibatkan pihak Lapas sebagai aktor 
dalam penegakan hukum di Indonesia.  

Reformasi hukum bagi Lapas 
melalui Undang-Undang nomor 22 tahun 
2022 juga menjelaskan bahwa 
Pemasyarakatan ikut andil dalam 
praadjudikasi hingga pascaadjudikasi 
serta bimbingan lanjutan. Sehingga 
sangat dimungkinkan para pelaku 
ataupun oknum, tidak harus mendapat 
pidana namun bisa diganti dengan pidana 
lain Lapas atau yang dikenal dengan 
istilah restorative justice. Sehingga 
permasalahan over capacity dapat 
teratasi dengan baik tentunya dengan 
syarat-syarat dan ketentuan yang diatur 
ketat. 

Dengan demikian, peran Lapas 
tidak hanya sebagai upaya pembinaan 
namun juga harus menjadi jaminan 
perlindungan kepada narapidana. 
Termasuk jaminan akan kesehatannya 
selama menjalani pidana dalam kurun 
waktu tertentu di Lapas. Penelitian oleh 
Lee et al., (2012) dan penelitian Monarca 
et al., (2015) yang menyatakan bahwa 
fasilitas kesehatan sangat diperuntukkan 
bagi narapidana yang perlu mendapat 
perhatian khusus. Sehingga, penyakit 
seperti sakit TBC, pengidap HIV akut yang 
bisa membahayakan narapidana lainnya. 
Keberadaan restorative justice akan 
mampu memberikan keringanan Lapas 
dalam penyediaan layanan kesehatan 
yang selama ini belum optimal. 
Narapidana yang bersangkutan akan 
mendapatkan perawatan yang intensif 
ketika berada di luar Lapas. 

Pada artikel ini, peneliti belum 
dapat memberikan gambaran lebih lanjut 
mengenai kondisi Lapas dengan adanya 
Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 
tersebut. Mengingat Undang-Undang 
tersebut masih baru dan masih 
memerlukan penyesuaian dan juga 
pengkajian lebih lanjut untuk dapat 
memahami lebih dalam. Perlu adanya 
tanggapan secara langsung dan akurat 
dari Pemerintah terkait dengan 
manajemen kesehatan di Lapas yang 
optimal di Indonesia. Misalnya pada 
penelitian Favril et al., (2017) dan  
Newbigging & Ridley (2018) mengangkat 
tentang pengelolaan LAPAS yang harus 
berada dengan alam untuk menurunkan 
tingkat stres dan juga tingkat resiko saat 
menjalani masa pidana. Untuk penerapan 
Lapas berbasis lingkungan ini sudah 
dilakukan penelitian oleh (Moran & 
Turner, 2018) dimana LAPAS berbasis 
lingkungan ini mendorong narapidana 
untuk semangat menjalani hidup serta 
mengurangi tingkat resiko bunuh diri.  



 
Cahyoko Edi Tando & Umar Anwar  Optimalisasi Penanganan Kesehatan  
 

Journal of Correctional Issues Volume 5, No.2| 2022 

123 

 

 
   Tabel 3. Hambatan Penanganan Kesehatan di Lapas 

Kendala Pengertian singkat Penulis  jumlah 
Tingkat stres Tingkat stres perlu 

diantisipasi oleh pengelola 
LAPAS kepada staf ataupun 
warga binaan, terutama 
kepada staf LAPAS agar 
mampu menghadapi situasi 
dan kondisi yang bisa 
berubah kapan saja. 

(Barry, 2019), (Favril et al., 2017), 
(Harris, 2020), (Gallant et al., 2015), 
(Iftene, 2017), (Duwe & Clark, 2017),        

6 

Kematian 
warga binaan 

 
Tingkat kematian warga 
binaan perlu mendapat 
perhatian dengan melihat 
kondisi ruang tahanan, 
makanan, umur dari warga 
binaan, kesehatan ataupun 
pemberian keringanan masa 
tahanan dengan ketentuan-
ketentuan yang rasional 
termasuk didalamnya 
mengenai warga binaan 
yang dalam kondisi hamil 
juga perlu mendapat 
perhatian dari staf LAPAS. 
 
 

 
(Kajeepeta et al., 2020), (Wallace & 
Wang, 2020), (Turner et al., 2018), 
(Pickard, 2015), (Toledo et al., 2017), 
(Newbigging & Ridley, 2018), (Haesen 
et al., 2019), (Sufrin, 2018), (Cluver et 
al., 2013), (Verhofstadt et al., 2019), 
(Moran & Turner, 2018), (Dara et al., 
2015), (Araújo et al., 2020), (Arnau et 
al., 2020), (Batista e Silva, 2016), 
(Cloyes et al., 2015), (Monarca et al., 
2015), (Kuznetsov & Bissell, 2016), 
(Johnson et al., 2018), (Pagano et al., 
2020), (Lee et al., 2012), (Ilievska-
Poposka et al., 2018), (Aniche, 2016),       

23 

Warga 
binaan kasus 

Narkoba 

Warga binaan kasus 
narkoba perlu mendapat 
perhatian penuh karena bisa 
saja memiliki jaringan yang 
terselubung didalam Lapas, 
kesehatan warga binaan 
kasus narkoba serta isolasi 
untuk sementara waktu. 

 
 
(Plettinckx et al., 2018), (Ralphs et al., 
2017), (Mason et al., 2017), (Samuel et 
al., 2018), (Artello et al., 2019),        

 

5 

 

Kelompok 
kriminal 

narapidana 

 
Kelompok disini adalah 
kondisi narapidana yang 
membuat kelompok dan 
mengarah kepada tindakan 
negatif yang harus 
diantisipasi oleh staf Lapas. 

 
 
(Winterdyk & Ruddell, 2010), 

 

1 

 

SDM bagi 
staf Lapas 

 
 
Antisipasi dengan 
penyediaan atau rekrutmen 
sumber daya manusia bagi 
staf Lapas yang berkualitas 
sesuai dengan kebutuhan di 
Lapas. 
 
 

 
 
(Machcewicz, 2019), (Unguryte-
Ragauskiene & Bileisis, 2017), (Millán & 
Pérez-García, 2018), (Kozin et al., 
2019), (Lamasharipov, 2018), (Schmidt, 
2019), (Thomas, 2020), (Minhas & 
Walsh, 2018).        

 

8 

 

Tumpang 
tindih hukum 

 
Hukum harus menjadi tolak 
ukur dari kemandirian 
sebuah negara dan hukum 
tentunya tidak memiliki 
tumpang tindih dalam 
sebuah birokrasi serta 
pengelolaan Lapas. 

 
 

(Idike et al., 2019), (Mbah et al., 2019),  
 

2 

      Sumber : data diolah (2022) 
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Melalui beberapa pemaparan 
diatas tentunya bisa memberikan 
gambaran dan opsi bagi pemerintah 
terkait untuk bisa melakukan upaya 
perbaikan atau bisa menjadi solusi 
terhadap permasalahan dalam 
pengelolaan Lapas yang lebih optimal, 
sehingga dalam penerapannya tidak 
hanya menekankan hukuman namun juga 
mempertimbangkan sisi kemanusian 
lainnya agar menambah citra positif 
institusi di masyarakat. 

 
Hambatan Penanganan Kesehatan 
Narapidana di Lapas 

Pembahasan kedua ini terkait 
kendala yang perlu diantisipasi dalam 
manajemen kesehatan narapidana di 
Lapas. Hasil penelitian (tabel 3) 
menunjukkan bahwa kasus SDM staf 
Lapas yang belum memadai. Selain itu, 
faktor lain adalah sarana kesehatan yang 
belum memadai untuk narapidana 
ataupun juga dari sisi keamanan, 
makanan yang kurang terpenuhi gizi serta 
usia dari narapidana yang sudah terlalu 
tua untuk menjalani pidana. Sehingga, 
kematian dalam pidana pada penelitian 
ini menjadi hambatan yang utama dalam 
manajemen kesehatan yang optimal. 

Selain itu kondisi SDM dari staf 
Lapas yang terbatas dalam antisipasi 
bahkan penyediaan untuk manajemen 
kesehatan di Lapas sangat terbatas. 
Sehingga ketika ada narapidana yang 
mengalami sakit dan perlu perawatan, 
sangat sulit untuk diantisipasi oleh staf 
Lapas khususnya staf medis. Penelitian 
oleh Lamasharipov (2018), Minhas & 
Walsh (2018), Schmidt (2019) & Thomas 
(2020), menyarankan untuk melakukan 
rekrutmen terhadap tenaga kesehatan 
terutama yang akan ditempatkan di 
Lapas. Menurut Haesen et al., (2019) 
untuk antisipasi sementara waktu dapat 
dilakukan kepada narapidana yang sudah 

terlalu tua dengan diberikan masa 
pengurangan pidana dengan skema-
skema yang menarik dan rasional serta 
bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga 
mereka diharapkan menjadi pribadi yang 
lebih baik dan bisa menghabiskan masa 
tuanya dengan damai di lingkungannya. 

Kendala-kendala lain dalam 
manajemen kesehatan yang perlu 
mendapat perhatian adalah tingkat stres 
di dalam Lapas. Kita tahu bahwa Lapas 
merupakan tempat berkurungnya 
seseorang dalam masa waktu tertentu 
sehingga seseorang bisa menjadi stres 
dan berdampak buruk pada psikologis 
bagi narapidana lain terutama yang 
berada satu kamar dengan yang 
bersangkutan. Menurut Barry (2019) dan 
Favril et al., (2017) bahwa dampak stres 
menjadi hal yang wajar sehingga perlu 
adanya sebuah metode untuk 
menghilangkan stres tersebut terutama 
kepada narapidana.  

Bentuk-bentuk kendala seperti 
inilah yang harus dapat di cegah dan 
ditanggulangi oleh pengelola Lapas agar 
menjadi Lapas percontohan yang sudah 
menerapkan berbagai fasilitas penunjang 
ataupun metode yang nyaman bagi 
narapidananya. Sehingga dapat merubah 
citra positif bagi Lapas tersebut. 
Dibeberapa negara dalam mengelola 
Lapas tidak hanya menjadi tempat orang 
dihukum namun juga tempat orang untuk 
berubah menjadi lebih baik. Melalui 
belajar yang disedikan oleh pihak internal 
Lapas ataupun dari  pihak luar yang 
bekerjasama dengan pihak Lapas. 

Sehingga kegiatan tersebut 
menjadi tempat mereka mengasah 
kemampuan mereka dan disisi lain juga 
dapat menghilangkan kejenuhan dan 
tingkatan kecemasan bagi narapidana. 
Keberadaan hambatan dalam 
manajemen kesehatan di Lapas tentunya 
harus segera diantisipasi dengan segera 
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oleh pihak Lapas. keberadaan staf yang 
kurang memadai, kondisi tempat medis 
yang minim, serta ketersediaan obat-
obatan yang cukup harus segera dipenuhi 
untuk kebutuhan narapidana. 

Pada artikel ini juga 
mengungkapkan bahwa kasus 
manajemen kesehatan merupakan 
permasalahan yang sangat penting untuk 
diatasi. Permasalahan kesehatan 
merupakan salah satu bentuk hak asasi 
manusia yang harus dipenuhi dan 
dilindungi. Walaupun pada kenyataannya 
mereka narapidana dan sedang menjalani 
masa pidananya. Tentunya jaminan akan 
kesehatan penting untuk diutamakan 
selama mereka mendekam di Lapas. 

  
Kesimpulan  

Berdasarkan hasil paparan di atas 
dapat disimpulkan bahwa untuk 
mewujudkan manajemen kesehatan di 
Lapas bagi Indonesia setidaknya dapat 
dimulai dari reformasi bidang hukum 
terlebih dahulu. Hal ini merupakan 
perbaikan terhadap payung hukum dari 
sebuah tindakan ketika akan melakukan 
sesuatu terutama sisi birokrasi di 
Indonesia. Hukum yang ada saat ini 
tentunya juga mengarah kepada 
reformasi. Namun, implementasi dari 
hukum tersebut belum terlihat karena 
masih perlu penyesuaian dan juga 
pendalaman lebih lanjut bagi semua 
pihak.  

Pada rumusan masalah kedua 
adalah dilanjutkan dengan menyediakan 
SDM Staf Lapas yang cakap dan 
kompeten bidang kesehatan. Serta 
penambahan bahkan perbaikan terhadap 
fasilitas kesehatan di Lapas yang 
diperuntukkan bagi narapidana dengan 
latar belakang penyakit akut ataupun 
yang memerlukan tindakan medis 
lainnya. Kendala lain yang perlu di 
waspadai dalam manajemen kesehatan 

adalah dari sisi psikologis narapidana 
ketika menjalani masa pidana. Oleh 
sebab itu di perlukan juga metode dalam 
mengelola psikologis ini baik dari aspek 
makanan, kondisi ruang tahanan, 
kesehatan, serta fasilitas kesehatan yang 
perlu dioptimalkan kembali. Sehingga 
narapidana akan terhindar dari dampak 
negatif ini serta dapat merubah citra 
positif Lapas di masyarakat. 
 
Implikasi 

Manajemen kesehatan bagi 
narapidana di Lapas harus segera 
ditindaklanjuti dengan terencana. Hal ini 
bertujuan untuk memberikan dampak 
positif bagi kesehatan narapidana 
termasuk bagi staf Lapas melalui 
reformasi bidang hukum yang ada di 
Lapas di Indonesia. Hambatan yang harus 
dapat diminimalisir dengan segera 
melakukan rekrutmen terhadap SDM staf 
Lapas yang kompeten dan cakap dalam 
bidang kesehatan. Selain itu, hal lain 
seperti penambahan dan perbaikan 
fasilitas kesehatan yang memadai untuk 
ditempatkan di Lapas juga menjadi 
catatan penting saat ini. 
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